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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Sebelumnya
	Penelitian Sebelumnya adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian sebelumnya yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji :
	Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syifa Afifah (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pasar Rakyat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan digitalisasi pasar rakyat di dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten cirebon diharapkan bisa lebih mudah, efektif, dan efesien dalam melakukan proses pembayaran non tunai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu teori kebijakan publik. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu objek dalam penelitian sebelumnya yaitu digitalisasi pasar rakyat sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Cirebon Satu Data.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nabila Rani Fitri (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Aksesbilitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Keluarga Sangat Miskin. Hasil dari penelitian ini adalah secara umum kewajiban dan hak peserta PHK dan penyedia layanan telah sesuai dengan SOP Program. Namun, masih perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi dengan pendamping dan peserta PKH agar target program dapat terealisasi dengan cepat. Persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan pemecah masalah dengan teori William N. Dunn. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya lebih membahas terkait evaluasi program dalam penurunan tingkat kemiskinan sedangkan peneliti membahas terkait akses pelayanan.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rezki Andayani (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Takalar. Hasil dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan program keluarga harapan dalam bidang Pendidikan sudah cukup baik walaupun masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan bantuan PKH Pendidikan, tetapi upaya yang dilakukan oleh UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) terkait pendataan senantiasa diupayakan maksimal. Persamaan dengan penelitian ini yaitu fungsi evaluasi kebijakan William N. Dunn (2000: 608). Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan peneliti yaitu penelitian sebelumnya lebih mengedepankan dalam bidang Pendidikan, sedangkan peneliti mengdepankan terkait system atau layanan.
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Andara Riyani Putri (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Kebijakan si RANCAGE (Sistem Rancangan Gawe Hade) terhadap Guru Taman Kanak-kanak di Kabupaten Majalengka. Persamaan dari penelitian tersebut adalah ciri-ciri umum kebijakan publik Anderson (dalam Handoyo, 2012:16). Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya locusnya yaitu aplikasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penilaian kinerja pegawai, sedangkan peneliti lebih ke satuan data kota cirebon.
Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Citra Nur Oktaviani (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Kebijakan pada Bidang Rehabilitas Sosial dalam Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) di Dinas Sosial Kota Cirebon. Persamaan dari penelitian tersebut yaitu metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif  dan sifatnya deskriptif analitik yaitu data yang diperoleh seperti hasil wawancara, pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan yang disusun peneliti dan tidak diuntungkan dalam bentuk angka. Perbedaan dari peneliti sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya membahas mengenai kebijakan bidang rehabilitas sosial sedangkan peneliti membahas mengenai kebijakan Cirebon satu data.



Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
	NO
	JUDUL PENELITIAN
	PERSAMAAN
	PERBEDAAN

	1
	Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pasar Rakyat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Syifa Afifah. Universitas Swadaya Gunung Jati. 2022
	1. Teori kebijakan publik
2. Metode penelitian Kualitatif
	1. Lokasi penelitian sebelumnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon sedangkan Peneliti pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
2. Output (Hasil) Penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu objek dalam penelitian sebelumnya yaitu digitalisasi pasar rakyat sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Cirebon Satu Data

	2
	Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Aksesbilitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Keluarga Sangat Miskin. Siti Nabila Rani Fitri. Universitas Brawijaya. 2016
	1. Teori Evaluasi Kebijakan
2. Metode Penelitian Kualitatif
	1. Lokasi penelitian sebelumnya pada Kecamatan Sukun Kabupaten Malang sedangkan peneliti pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
2. Outputnya, penelitian sebelumnya membahas terkait evaluasi program dalam penurunan tingkat kemiskinan sedangkan peneliti membahas terkait akses pelayanan.

	3
	Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Takalar. Rezki Andayani. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2016
	1. Teori Evaluasi Kebijakan
2. Metode Penelitian Kualitatif
	1. Lokasi penelitian sebelumnya pada Dinas Sosial Kabupaten Takalar sedangkan peneliti pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
2. Outputnya, Penelitian sebelumnya lebih mengedepankan dalam bidang Pendidikan, sedangkan peneliti mengdepankan terkait system atau layanan

	4
	Implementasi Kebijakan si RANCAGE (Sistem Rancangan Gawe Hade) terhadap Guru Taman Kanak-kanak di Kabupaten Majalengka. Andara Riyani Putri. Universitas Swadaya Gunung Jati. 2022
	1. Teori Kebijakan Publik
2. Metode Penelitian Kualitatif
	1. Lokasi dari penelitian sebelumnya yaitu pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Majalengka sedangkan peneliti pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
2. Outputnya, Penelitian sebelumnya locusnya yaitu aplikasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penilaian kinerja pegawai, sedangkan peneliti lebih ke satuan data kota cirebon

	5
	Implementasi Kebijakan pada Bidang Rehabilitas Sosial dalam Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) di Dinas Sosial Kota Cirebon. Citra Nur Oktaviani. Universitas Swadaya Gunung Jati. 2022
	1. Teori Kebijakan Publik
2. Metode penelitian Kualitatif
	1. Lokasi penelitian sebelumnya pada Dinas Sosial Kota Cirebon sedangkan peneliti pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
2. Peneliti sebelumnya membahas mengenai kebijakan bidang rehabilitas sosial sedangkan peneliti membahas mengenai kebijakan Cirebon satu data.



Berdasarkan berbagai judul penelitian sebelumnya termasuk persamaan dan perbedaannya. Peneliti menyimpulkan bahwa penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan yang sedang diteliti oleh peneliti, diantaranya seperti perbedaan di metode, memiliki perbedaan lokasi penelitian, dan fokus penelitian yang berbeda. Maka dari perbedaan dengan penelitian sebelumnya tersebut diketahui orisinalitas (keaslian) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai peneliti.


2.2 Tinjauan Pustaka
2.2.1 Definisi Kebijakan Publik
Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sedangkan menurut James Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi persoalan.
Menurut Amir Santoso (Winarno, 2014: 22) mengatakan bahwa:
“kebijakan publik dibagi ke dalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat para ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintahan. Kedua, para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksana kebijakan”.  
Menurut Robert Eyestone (dalam Winarno, 2014:20) mengatakan bahwa: 
secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.
Menurut Robert Eyestone (dalam Winarno, 2014:20) mengatakan bahwa: 
secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.
Menurut Techjan (2018:15) kebijakan publik adalah rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang ada di dalamnya adanya keterkaitan akan kepentingan rakyat banyak dan keterkaitan terhadap tanah air atau tempat dimana yang bersangkutan berada.
Maka dapat ditarik kesimpulan dari definisi diatas adalah kebijakan merupakan suatu rangkaian kewenangan atau pedoman yang dibuat oleh pemerintah yang berupa Tindakan-tindakan atau suatu program yang sudah disahkan oleh pemerintah untuk mencapai suatu proses dan tujuan. 
2.2.2 Ciri-ciri Umum Kebijakan Publik
Secara umum, kebijakan publik selalu menunjukkan karakteristik atau ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Anderson (dalam Handoyo, 2012: 16) mengemukakan lima ciri umum dari kebijakan publik.
1. Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior. Setiap kebijakan memiliki tujuan. Pembuatan kebijakan tidak boleh sekadar asal tau karena kebetulan ada kesempatan untuk membuatnya. Bila tidak ada tujuan yang ingin dikejar, tidak perlu dibuat kebijakan
2. Public policy consists of courses of action, rather than separate, discrete decision or actions, performed by government officials. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Kebijakan juga berkaitan dengan berbagai kebijakan yang bersentuhan dengan persoalan masyarakat, berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
3. Policy is what government do, not what they say will do or what they intend to do. Kebijakan merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang dikatakan akan dilakukan atau apa yang mereka ingin lakukan.
4. Public policy may be either negative or positive. Kebijakan dapat berwujud negatif atau bersifat pelarangan atau berupa pengarahan untuk melaksanakannya.
5. Public policy is based on law and is authoritative. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhinya. 
2.2.3 Definisi Evaluasi
Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Untuk dapat mengetahui out-come, dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya, 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. (dikutip dari buku Analisis Kebijakan Publik (2013:119)
Menurut pengertian istilah, Thoha (2003:1) mengatakan bahwa, evaluasi merupakan kegaiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.
Menurut Echols dan Shadly (dalam Thoha, 2003:1) mengemukakan bahwa, kata evaluasi berasal dari bahasa inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran.
Secara umum, Cross (dalam Sukardi, 2005:1) berpendapat bahwa, evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai. Hal ini dijelaskan lagi oleh Sukardi (2015: 1), bahwa definisi tersebut menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan.
Hal tersebut selaras dengan Wirawan (2011:8-9), yang berpendapat bahwa salah satu tujuan dari evaluasi adalah mengumpulkan informasi, mengukur kinerja, dan menilai manfaat mengenai objek evaluasi yang berkaitan dengan indikator, tujuan, atau standar dalam objek evaluasi.
2.2.4 Definisi Evaluasi Kebijakan
Sebagian besar ahli kebijakan publik berpendapat bahwa tahap akhir dari proses kebijakan disebut sebagai tahap evaluasi. Lester dan Stewart (2000:121) menyatakan evaluasi kebijakan pada hakekatnya mempelajari konsekuensi-konsekuensi kebijakan public. Kajian yang memberi deskripsi dan eksplanasi atas eksistensi kebijakan tidak termasuk dalam studi evaluasi kebijakan.
Anderson (1979:121) berpendapat bahwa:
evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap implementasi (proses) dan akibat-akibat (dampak) kebijakan. Sebagai aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan sebenarnya dapat dilakukan terhadap keseluruhan tahap-tahap kebijakan bukan hanya tahap akhirnya saja. Umpamanya, menetapkan dan membuat estimasi atas konsekuensi dari berbagai alternatif kebijakan sehubungan dengan berbagai masalah yang dihadapi, dalam rangka mengadopsi salah satu alternatif yang dianggap paling baik.
Nachmias seperti yang dikutip Howlett dan Remesh (1995:169) menyatakan bahwa:
 evaluasi kebijakan sebagai tujuan yang sistematik, pemahaman empirik terhadap berbagai dampak dari kebijakan-kebijakan yang sedang berlangsung dan target program publik mereka sendiri, dalam pengertian untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud (… public policy evaluation as the objective systematic, empirical examination of the effects on going policies and public program have on their targets in terms of the goal the are mean to achieve).
Jones (1984: 108) mengartikan evaluasi kebijakan sebagai :
… An activity to judge the merits of government program which varies significancy in the specification the object, the techniques of measuerement and the methods of analysis (… Sesuatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi obyeknya, teknik-teknik pengukuran dan metode analisinya).
Menurut Subarsono (dalam Leo, 2006:186) menyatakan bahwa:
evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Kebijakan Publik bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.
William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa : 
“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).
Pengertian diatas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan, dimana bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan.

2.2.5 Pendekatan Terhadap Evaluasi
Ada tiga jenis pendekatan dalam evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (1994: 407), yakni (1) evaluasi semu; (2) evaluasi formal; dan (3) evaluasi keputusan teoretis. Yang dimaksud evaluasi semu (pseudo evaluation) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti dengan sendirinya (self evident) atau tidak kontroversial.
Evaluasi formal (formal evaluation) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Asumsi yang dapat digunakan adalah bahwa sasaran dan target yang ditetapkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan.
Sedangkan evaluasi proses keputusan teoretis (decision theoretic evaluation) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders. Dalam hal ini, evaluasi keputusaan teoritik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para stakeholders.   
2.2.6 Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik
Dunn dan Ripley dalam Wibawa (1994: 10) menyatakan bahwa fungsi dari evaluasi kebijakan terdiri sebagai berikut :
a. Eksplanasi. Melalui evaluasi kebijakan maka dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas;
b. Kepatuhan. Melalui evaluasi kebijakan maka dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku baik birokrasi maupun pelaku lain sesuai dengan standar maupun prosedur yang telah ditetapkan;
c. Auditing. Melalui evaluasi kebijakan maka dapat diketahui apakah output benar-benar telah sampai pada kelompok sasaran maupun penerima lain;
d. Akunting. Melalkui evaluasi kebijakan maka dapat diketahui apakah sosial ekonomi dari kebijakan tersebut meningkat atau tidak.
Di sisi lain, Dunn (2000:608) mengatakan bahwa fungsi dari evaluasi kebijakan publik pada dasarnya ada 3 (tiga) hal pokok, yaitu :
a. Memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Pada fungsi ini, evaluasi kebijakan public akan lebih banyak meneliti pada aspek instrumental dari kebijakan publik yang ada. Ia akan melakukan evaluasi atas penampilan atau kinerja dari proses berjalannya organ kebijakan publik yang dievaluasi. Sampai sejauh mana organ kebijakan publik itu mampu mengatasi persoalan yang dihadapi dan sampai sejauh mana pula organ kebijakan publik tersebut efektif sebagai instrumen pemberi solusi sebagaimana raison d’entre kebijakan publik itu sendiri.
b. Menilai kepantasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini, evaluasi kebijakan publik lebih memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dimana seperti telah disadari bahwa sebuah kebijakan public pada dasarnya adalah dibuat untuk menyelesaikan masalah public tertentu, maka pada fungsi ini evaluasi kebijakan public tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang ada. Karena sebuah kebijakan publik itu pada dasarnya ditetapkan berikut dengan tujuan, dan umumnya implementing agents bekerja untuk mencapai tujuan kebijakan telah tercapai tapi masalah tetap tidak terpecahkan.
c. Memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologinya. Pada fungsi ini, evaluasi kebijakan publik akan lebih diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian yang dilakukannya atas kebijakan yang dievaluasi. Hasil-hasil dari penilaian evaluasi itu diupayakan pula agar dapat dijadikan bahan belajar bagi para pelaku kebijakan publik yang lain, baik kebijakan lanjutan maupun kebijakan lain. Fungsi evaluasi kebijakan ini akan lebih banyak dihasilkan terutama pada evaluasi kebijakan publik yang dilakukan pada akhir kebijakan publik (ex-post evaluation). Fungsi evaluasi kebijakan publik, dalam posisi ini akan lebih bersifat produktif, karena ia tidak lagi lebih diberatkan pada kritik terhadap kelemahan-kelemahan yang ada, namun pada bagaimana kita kemudian dapat belajar bagaimana caranya kelemahan-kelemahan dalam kebijakan itu tidak terulang lagi pada waktu dan tempat yang berbeda nantinya.
2.2.7 Konsep Evaluasi Kebijakan Publik
Menurut Mustofadijaja dalam Widodo (2009: 111), evaluasi kebijakan public dalam studi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” di dalamnya terkandung pertimbangan nilai tertentu.
Menurut Winarno (2014: 229), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencangkup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap rumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak tahap kebijakan. Sedangkan, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan fungsional atau kebijakan tidak dilakukan pada akhir ssaja melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
Menurut N. Dunn (2003: 608), istilah evaluasi mempunyai arti berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.
2.2.8 Tipe Evaluasi Kebijakan Publik
Menurut Anderson (dalam Winarno, 2014: 230) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini berdasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembentuk kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan mengenai manfaat dan dampak dari kebijakan, program, dan proyek. Tipe kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program tertentu. Tipe evaluasi ini berangkat dari pertanyaan dasar menyangkut program, dengan ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri bekerjanya kebijakan atau program maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Tipe ketiga, tipe evaluasi kebijakan sistematsi. Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para pembuat kebijakan publik. Evaluasi sistematis melihat secara obyektif program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan yang telah ditanyakan tersebut tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat.
Beberapa tipe evaluasi kebijakan public menurut dalam Widodo (2009: 116) tersebut yaitu :
1. Research for program planning and development
Riset untuk perencaanaan dan pengembangan kebijakan ini tujuannya untuk merencanakan kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, hasilnya dimaksud untuk memberikan informasi apakah mungkin suatu kebijakan atau proyek dirancang secara optimal dengan menggunakan pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan masalah, lokasi atau tempat dimana masalah itu ada. Riset evaluasi ini sering disebut istilah formative research, yaitu kegiatannya meliputi monitoring kebijakan, evaluasi dampak dan analisis efisiensi.
2. Project monitoring evaluation research
Riset evaluasi tipe ini berupa suatu riset evaluasi yang bertujuan untuk menguji apakah suatu kebijakan telah diimplementasikan lalu dievaluasikan sesuai dengan kebijakan atau proyek. Hasil akhirnya memerikan assessment yang sistematis.
3. Impact evaluation
Lebih mengarah pada sampai mana suatu kebijakan menyebabkan perubahan sesuai dengan yang dikehendaki. Riset ini bertujuan untuk menguji efektivitas kebijakan dalam pencapaian tujuan. Suatu kebijakan mempunyai dampak manakala kebijakan tadi dapat mencapai perubahan kearah tujuan dan sasaran yang dikehendaki.
4. Economic efficiency evaluation
Tipe tujuannya untuk menghitung efisiensi ekonomi kebijakan. Riset evaluasi yang melihat efisiensi secara ekonomi ini dilatarbelakangi oleh suatu kondisi dimana suatu sumber daya bersifat terbatas dan langka.
5. Comprehensive evaluation
Tipe ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk menentukan apakah perlu atau tidak suatu kebijakan, intervensi atau treatment dilakukan seperti yang direncanakan. Kedua, untuk menilai apakah suatu kebijakan menghasilkan perubahan atau modifikasi yang konsisten dengan outcomes yang dihapkan. Ketiga, untuk menilai apakah dana kebijakan digunakan secara efisien.
2.2.9 Tahapan Evaluasi Kebijakan
Tahapan evaluasi kebijakan tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kegiatan pokok, sebagai berikut :
1. Menetapkan kebijakan public
Kebijakan public yang dikeluarkan oleh suatu badan pemerintah cukup banyak macam dan jenisnya. Oleh karena itu, penetapan kebijakan public yang akan dievaluasi menjadi penting untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman, baik bagi pelaku riset, kelompok lain, lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan riset dan evaluasi kebijakan.
2. Menetapkan kapan hasil riset evaluasi diperlukan
Batasan waktu diserahkan hasil riset harus menjadi factor penting, baik bagi pelaku riset maupun bagi lembaga atau pihak yang membutuhkan riset. Bagi pelaku riset, batasan waktu dapat digunakan untuk Menyusun jadwal kegiatan riset yang akan dilakukan.
3. Menentukan dan memformulasikan tujuan kebijakan
Langkah pertama yang dilakukan oleh pelaku riset adalah menemukan dan memformulasikan tujuan kebijakan public yang dievaluasi.;
4. Menetapkan indikator pencapaian tujuan kebijakan
Tujuan yang telah diformulasikan dan dipilih untuk dievaluasi selanjutnya diukur dengan suatu indikator pencapaian tujuan.
2.2.10 Kriteria Evaluasi Kebijakan
Untuk memulai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (1994:405) mencakup lima indikator sebagai berikut :
1. Efektivitas:
2. Kecukupan;
3. Pemerataan;
4. Responsivitas;
5. Ketepatan.
Penjelasannya sebagai berikut :
1. Efektivitas
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapaianya keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna, efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dirapkan. Menurut Dunn (2003: 429) menyatakan efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diandakannya Tindakan. Efektivitas ongls, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
2. Kecukupan
Menurut Dunn (2003: 430), kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antar alternatif kebijakan dengan hasil yang diharapkan. Kriteria kecukupan berkenaan dengan empat tipe masalah, sebagai berikut :
1) Masalah tipe I. masalah dalam tipe ini meliputi ongkos tetap dan efektivitas yang berubah, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risosrsis yang berbeda.
2) Masalah tipe II. Masalah tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah, tujuannya adalah memaksimalkan biaya.
3) Masalah tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya yang berubah dan efektivitas yang berbeda.
4) Masalah tipe IV. Masalah tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap.
3. Perataan
Perataan dalam kebijakan public dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn (2003: 434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
4. Responsivitas
Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektivitas, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. 
5. Ketepatan
Menurut Dunn (2003:438), ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasinalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara sama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.
2.2.11 Cirebon Satu Data
Cirebon Satu Data adalah portal data statistik sektoral di kota cirebon sebagai komitmen pemerintah kota Cirebon melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon untuk mewujudkan Cirebon Smart City. Cirebon Satu Data direpresentasikan sebagai suatu konsep tata kelola data pemerintah daerak kota yang menggunakan system pengolah data terpadu guna menyediakan data statistik dan informasi geospasial sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah kota yang akurat, mutakhir dan mudah diakses pengguna data untuk mendukung pembangunan daerah kota.
Berdasarkan definisi di atas jelas bahwa Cirebon Satu Data merupakan sebuah website yang berisi tentang informasi berupa beberapa data yang mencakup seluruh bagian dari pemerintah Kota Cirebon mulai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Non-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Alur kerja dari Cirebon Satu Data sendiri yaitu hanya sebagai penampung data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Non-Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan cara input data – verifikasi data – publikasi data, demi tercapainya data yang tersusun rapih dalam satu website yang bernama Cirebon Satu Data. Sehingga, masyarakat yang mengakses Cirebon Satu Data sendiri dapat dengan mudah mendapatkan data yang ingin dicari.
2.3 Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini penulis mencari tahu seberapa efektifnya Evaluasi Cirebon Satu Data pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
Untuk mengetahui hal tersebut, penulis mencari tahu melalui peraturan yang terikat dengan Cirebon Satu Data. Menurut Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Cirebon Satu Data ini pada Pasal 5 Ayat 1 Cirebon Satu Data direpresentasikan sebagai suatu konsep tata kelola data pemerintah daerah kota yang menggunakan sistem pengolah data terpadu guna menyediakan data statistik dan informasi geospasial sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah kota yang akurat, mutakhir dan mudah di akses oleh pengguna data untuk mendukung pembangunan daerah kota.
Sehingga dalam pelaksanaannya, pada Pasal 5 Ayat 2 Cirebon Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan prinsip seperti memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi atau data induk.
Dalam pengambilan judul “Evaluasi Cirebon Satu Data pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon”, penulis mendapatkan beberapa permasalahan yaitu :
1. Penyediaan data yang masih terbatas pada data terbuka, yang jadi permasalahan yaitu data yang di uploud produsen data masih terbuka karena belum adanya pemilahan data terbuka, data terbatas, dan data tertutup.
2. Masih adanya inkonsistensi data, inkonsistensi data bisa disebut data yang masih belum sama atau konsisten baik itu format maupun isi datanya. Sehingga, kejadian dimana dataset yang sama berbeda format atau isi datanya untuk setiap periode datanya.
3. Masih banyak mispersepsi dari dataset yang dimiliki seperti satuan dan penamaan sehingga terjadi kekosongan data.
Untuk mencari tahu jawaban dari permasalahan terkait judul tersebut, penulis menggunakan indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (dalam Subarsono 2013: 126)). Dunn mencakup lima indikator sebagai berikut :
1. Efektivitas;
2. Kecukupan;
3. Pemerataan;
4. Responsivitas;
5. Ketepatan.
Setelah menemukan lima indikator dari William N. Dunn (dalam Subarsono 2013: 126), penulis mengkaitkan permasalahan dengan kelima indikator tersebut, sebagai berikut :
1. Efektivitas
Terkait dari hasil yang akan dicapai, ketiga permasalahan tersebut masih dalam tahap evaluasi, sehingga perlu adanya upaya untuk pengembangan website Cirebon Satu Data.
2. Kecukupan
Dalam indikator disini yang berarti seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah. Seperti harus adanya fungsi pemilahan data terbuka, tertutup dan terbatas demi terpecahkannya permasalahan tersebut.
3. Pemerataan
Terkait pemerataan disini, website Cirebon Satu Data masih belum optimal dalam penggunaan diberbagai kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan non Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terlebih lagi pada masyarakat umum.
4. Responsivitas
Dalam hal ini, hasil dari adanya website Cirebon Satu Data sendiri masih terbilang belum memuaskan dari segi penyediaan data yang masih terbatas serta masih adanya inkonsistensi data.
5. Ketepatan
Cirebon Satu Data sendiri sangat bermanfaat dikalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Non Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena memudahkan mereka dalam meng-input data serta mengetahui data hanya dengan cara membuka website dari Cirebon Satu Data.
Sehingga hasil yang diharapkan dengan adanya Evaluasi Cirebon Satu Data pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon ini pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah serta masyarakat bisa lebih mudah dalam meng-akses data yang terdapat dalam website Cirebon Satu Data.





INPUT
Peraturan Walikota (PERWAL) Kota Cirebon Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Cirebon Satu Data



Indikator Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn (2013: 126)
1. Efektivitas
2. Kecukupan
3. Pemerataan
4. Responsivitas
5. Ketepatan
PROSES
Evaluasi Cirebon Satu Data Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon









OUTPUT



(+)
Evaluasi Cirebon Satu Data Ter-realisasi dengan baik
(-)
Evaluasi Cirebon Satu Data tidak Ter-realisasi dengan baik






UPAYA
1. Diadakannya bimbingan teknis dan monitoring evaluasi.
2. Berupaya agar tidak adanya mispersepsi.
3. Kordinasi dengan kordinator data.

FEEDBACK



OUTCOME
Pemerintah serta masyarakat bisa lebih mudah untuk mengakses Cirebon Satu Data









Sumber : Data Penelitian Tahun 2023
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Kerangka Pemikiran
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